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PASIR PENGARATAN

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIXAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
HABUPATEN ROHAN HULU
NOMOR : Kpts. 421.2/DISDIKPORA; 028 /2015

TENTANG

FERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP 13 TAMBUSALI UTARA MENJADI
SEKCLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 TAMBUSAI UTARA

HEFALA DINAS PENDIDIKAN, PFEMUDA DAN OLAHRAGA
HABUPATEN ROKAN HULU ,

Menimbang : a. bahwa uvntuk mencapai sasaran  strategis di  bidang
pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan
manajemen pendidikan;

b. bahwa untuk meningkatkan muty, relsvansi dan
manajemen pendidikan tersebut salak satunya melalu.
pemerataan, perluasan dan perubahan serta peninglkatarn
status pendidikan;

¢. balwa salah  satu  untok pemerataan, perluasan,
perubahan scrta peningkatan status pendidikan adalah
dengan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Saty
Atap 13 Tambusal Utara menjudi Sekolah Menengah
Pertame Negeri 13 Tambusai Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, hurul b
den huruf ¢ tersebut di atas, perlu menetapkan Keputuean
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Rabupawen Rokan Hulu tentang Perubahan Status Sckolah
Menengah Pertama Satu Atap 13 Tambusai Utara menjadi
Sckolah Menengah Pertama Negeri 13 Tambusai Utara.

Mengingat  © 1. Undang-undang Republik Indonesia Namor 23 Tahun 1999,
tenitang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun,
Fabupaten Siak, Kabupatén Natuna, Kabupaten Kuantan
sSingingt dan Kota Batam. (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomer 181 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telak diubah
beberapa kali, terakhir dengan  Undang-undang Republik
[ndonesia Noanor 24 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 332 Tshun 1999 (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lemhbaran
Hegare Republik Indonesia Nomor 4880);

Undarg-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran
Nepgara  Republik Indonesia  tahun 2003 Nomor 78,
Tambanan Lembaran Negara Nomor 4301);
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Undung-urdang Republik Indonesia Nomor 32 Tahur 2004
tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 4437) sebagnimany telul
dinban beberapa kali, rerakhir dengan Undang-undang
Rpublik Indonesia Nomor 12 tahun 2008  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun
2004 [Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2008
Namor 39 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Naomor 4844);

. Undang-undang Republik Indonesia Namor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan  Pemeriniah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Regara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundanpg-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tarmnbahan  Lembaran Negara Republik Indenesia
Namor 5334});

FPeraturan Pemernintah Republik Indenesia Nomor 19 Taliun
2005, tentang Standar Nasional Pendidiken, (Lembaran
Negarza  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentung Pembagian Urusan Pemerintahan asntara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi dan
Perierintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembazan Negara
Fepublik Irdonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalun
Lembaran Negora Republik Indoncsia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 17 Tahiun
<0.0 teniang Pengelolaan dan Penyelenpgaraan Pendicikan
(Lenaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
44, Tumbahan embaran Negara Republik Indenesia Nomor
51051, sebagaimena 1elah  diubah deagan Peraturan
“emerntah Republik Indonesia Nomeor 66 Tahun 2010
leicang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomaor 17
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
410 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomer 5157);

Poeraturan Menteri Pendidikan Nasivnal Reaoublik Indoresia
Nomuor 22 Tahun 2006, wntang standar isi:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesin
Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi
kelulisan;

Feraturan Menteri Pendidikan Nasioral Repuklik Indoncisa
houmor 19 Tabun 2007, tentang Standar Pengelolaan
Penididikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian
Perclinlikan:

! Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesi

Nurnor 41 Tahun 2007, wentang Standar Proges;
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-Eeputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoassin

Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahizn
Bidang Pendidikan Dasar dan menengah;

. Keputusan Menter! Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomoer 060/U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 087 /U /2002 tentang Akreditasi Sekolah:

Keptitusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131,14-268 Tahun
2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesaliarn
Fenpangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Rizau;

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011
lwatang Uralen Tugas dan Tata Kerga Jabatan Struktural
pads Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Surat Kepala Unit Felaksana Teknis Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tambusai Utara Nomor:
«18/420/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Perubahan
slatas Sekolah Menengah Pertama Satap menjadi Negeri.

MEMUTUSKAN:

KESATU - Ferubahan siatus Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 13
Tambusal Urtara Menjudi Sekolah Menengah Pertama Negeri
13 Tambusai Litara.

REDUA o Pengelolaan Sekolan  Neger: sebagaimana dimaksud Dikrum,
RESATU dilaksanakan sesuai dengan ketenmuan peraturar
perundung-undangan.

EETIGA ¢ Keputusan ing mulai berlaky pada tanggal ditetapkan denpan
Eelentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahin akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinva.

Tembusan »
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Ditetaplean  di Pasir Pengaraian

pada tanggal € Jumadil Awal 1436 H

~ A8 Februari 2015 M

birjen Pendidikan Dasar Kemdikbud:

Kepala Dinss Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
Fetue Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rekan Hulu;
Kepala Bappeda Kabupaten Rocan Hulu;

Inspestur Inspekiorat Kab. Rokan Hulu;

Ka. DPKA Kabugpaten Rokan Hulu:

Kepala Rantor Perpustakasn dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu:

Ciamean Tambusar Uta-a
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